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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Muslim Djuned menjelaskan, relasi manusia dan lingkungan hidup memiliki 

hubungan simbiosis mutualisme dan harmonis, (saling membutuhkan dan saling 

mengisi), artinya manusia sangat bergantung pada alam, begitu pula lingkungan hidup 

sangat membutuhkan kearifan manusia dalam pengelolaannya.1 Kenyataannya dalam 

kehidupan masyarakat, banyak sekali oknum atau pelaku yang tidak bertanggung 

jawab secara sadar dan dengan sengaja mengotori bahkan merusak lingkungan serta 

fasilitas umum yang seharusnya dijaga dengan baik dan dipelihara keberadaannya. 

Salah satu contoh tindakan tidak bertanggung jawab adalah masih banyak ditemui 

pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan seperti aksi mencoret-coret 

tembok, pohon dan batu yang dilakukan di tempat wisata dan lain sebagainya. 

Khairunnisa dalam tulisannya menjelasikan bahwa aksi mencoret-coret dapat 

merusak lingkungan dan menghancurkan barang-barang milik umum, sehingga ini 

termasuk pada tindakan vandalisme.2 

Vandalisme merupakan suatu penyakit sosial yang sangat merugikan. 

Vandalisme adalah tindakan yang bersifat merusak dan merugikan. Biasanya tindakan 

                                                           
1 Muslim Djuned, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur’an, 

Substantia, Edisi Khusus, Desember 2016, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, Banda Aceh, hlm. 70. 
2 Khairunnisa Lutfi, Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan 

Pidana Perusakan Rumah Ibadah), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020 hlm. 1. 
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vandalisme dikaitkan dengan perilaku yang merusak fasiltas publik dan merugikan 

lingkungan. Menurut Goldstein (1996) pada unggahan internet Era.id, “vandalisme 

merupakan penghancuran yang membahayakan atau yang disengaja, tindakan 

merusak benda milik orang lain tanpa persetujuan dengan cara menandai, 

menggambar, melukis, memotong, merobek, melanggar, atau menutupi dengan 

kotoran dan perlakuan lainnya yang ditentukan oleh hukum setempat”.3  

Aksi vandalisme sering dianggap hal biasa dan diabaikan oleh masyarakat 

karena dianggap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak serta pengaruh yang 

kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal jika kita perhatikan lagi vandalisme cukup 

memberikan dampak negative dalam kehidupan manusia seperti menggangu 

pemandangan dan mengganggu fungsi dari fasilitas umum. 

Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan 

umum, menurut Pasal 489 Ayat (1) KUHP segala perbuatan terhadap orang atau 

barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan senantiasa dapat 

dikenakan pasal ini, misalnya mencoret-coret tembok, melempari batu-batu kecil 

pada rumah orang, dan lain-lain perbuatan kecil yang dapat mendatangkan bahaya, 

kerugian atau kesusahan orang lain. Mengenai san lksi dijelaskan l pada Ayat (2) yaitu 

apabila tin ldakan l tersebut dilakukan l oleh pelaku pelanlggaranl serupa itu, maka denlda 

itu dapat diganlti den lganl hukumanl kurunlganl selama-lamanlya tiga hari.4 

                                                           
3  https://era.id/news/116999/apa-itu-vandalisme, diakses pada 27 Februari 2023. 
4 R. Soesilo, “Kitab Un ldanlg-Un ldanlg Hukum Pidanla (KUHP)”, Politea, Bogor, 1995, hlm. 320. 

https://era.id/news/116999/apa-itu-vandalisme
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Aksi vanldalisme atau coret-coretanl di tembok atau tembok ruanlg publik di 

Jombanlg kembali marak danl sulit dikenldalikanl. Hampir setiap tembok atau tembok 

di ruanlg-ruan lg publik kinli penluh coretanl tidak jelas bahkanl tulisanl coretanl tersebut 

cenlderunlg kasar. Baru selesai di revitalisasi denlganl anlggaran l miliaranl, Tamanl Alunl-

Alunl Kabupatenl Jombanlg, Jawa Timur jadi sasaranl vanldalisme oranlg tak dikenlal. 

Aksi vanldalisme itu berupa kata-kata makianl ditujukkanl pada inlstitusi kepolisanl.5  

Aksi vanldalisme di Jombanlg tidak hanlya dilakukanl di tempat-tempat fasilitas 

umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik oranlg pribadi. Coretanl 

aksi vanldalisme inli biasanlya berisikanl ten ltanlg nlama gen lg unltuk menlinlgkatkanl 

popularitas n lama genlg tersebut. Cotetanl-coretanl tersebut tenltu saja menlggan lggu 

pemanldanlgan l danl selainl itu membuat tempat yanlg dijadikanl aksi vanldalisme terlihat 

kotor danl kumuh. Trotoar yanlg baru selesai direvitalisasi punl tidak luput dari aksi 

menlcorat-coret (vanldalisme) tanlganl-tanlganl jahil yanlg masih kerap terjadi di wilayah 

setempat, dan l menlgakibatkanl tidak enlak dipanldanlg. 

Tinldakanl vanldalisme di Kabupatenl Jombanlg diatur dalam peraturanl daerah 

Kabupatenl Jombanlg nlomor 09 tahunl 2010 tenltanlg ketertibanl umum danl ketenltramanl 

masyarakat, laranlganl inli dijelaskanl pada Pasal 6 huruf (p) bahwa : “Unltuk menljaga 

ketertibanl danl ketenlteramanl masyarakat, setiap oranlg dilaranlg menlcoret-coret di 

jalanl, ruanlg hijau, tamanl danl tempat umum lainlnlya serta tembok pagar atau tembok 

                                                           
5https://m.clicks.id/read/BlD1LB-alun l-alun l-jomban lg-jadi-sasaran l-aksi-van ldalisme, diakses pada 19 

Februari 2023, pukul 21.50 wib. 

https://m.clicks.id/read/BlD1LB-alun-alun-jombang-jadi-sasaran-aksi-vandalisme
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kanltor danl sekolah denlganl cara apapunl yanlg dapat merusak keinldahanl 

linlgkunlganl.”6 

Pasal 9 ayat 2 pada peraturan l daerah Kabupatenl Jombanlg nlomor 09 tahunl 

2010 tenltanlg ketertibanl umum danl ketenltramanl masyarakat menleranlgkanl menlgenlai 

sanlksi pidanla terhadap pelaku vanldalisme denlganl anlcamanl pidanla kurunlganl palinlg 

lama 3 (tiga) bulanl atau denlda palinlg banlyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

KUHP baru menlgatur pidanla unltuk oranlg yanlg dian lggap telah melakukan l 

vanldalisme denlganl menlcoret-coret tembok. Dalam KUHP baru, vanldalisme 

dimasukanl ke dalam benltuk kenlakalanl yanlg tertuanlg pada Pasal 331, dalam pasal 

tersebut dijelaskanl pelaku kenlakalan l dapat dipidanla denlda kategori II atau sebanlyak 

Rp. 10 juta. "Setiap Oranlg yanlg di tempat umum melakukanl kenlakalanl terhadap 

oranlg atau Baranlg yanlg dapat men limbulkanl bahaya, kerugianl, atau kesusahanl, 

dipidanla den lganl pidanla denlda palinlg banlyak kategori II,". Secara eksplisit memanlg 

aturanl tersebut tidak menljelaskanl menlgenlai aksi atau tinldakanl vanldalisme, nlamunl 

secara abstrak hal tersebut bisa dimaknlai menlgarah ke suatu tinldakanl yaitu 

vanldalisme. 

Oleh karenla itu, sanlgatlah diperlukanl penlegakanl hukum secara maksimal 

terhadap aksi vanldalisme yanlg terjadi di Kabupatenl Jombanlg agar memberikanl efek 

jera denlganl pemberianl sanlksi kepada pelaku vanldalisme, karenla pada hakekatnlya 

                                                           
6 Lihat, Peraturan l Daerah Kabupatenl Jombanlg NLomor 09 Tahunl 2010 Tenltan lg Ketertiban l Umum danl 

Keten ltraman l Masyarakat. 
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penlegakanl hukum bergunla unltuk memulihkanl kembali keamanlanl danl ketertibanl 

masyarakat yanlg sempat terganlggu agar terciptanlya kepastianl hukum.7 

Melihat fenlomenla masih adanlya aksi vanldalisme di Kabupaten l Jombanlg. 

Oleh sebab itu, diperlukanlnlya penlelitianl inli lebih dalam unltuk menlinldaklanljuti 

efektifitas penlerapanl peraturanl yanlg berlaku terkait perilaku vanldalisme yanlg masih 

marak terjadi danl bagaimanla penlegakan l hukum sebagai implemenltasi peraturanl 

yan lg berlaku unltuk menlyelesaikan l permasalahanl tersebut. Unltuk itu penlulis 

melakukanl penlelitianl dalam benltuk penlulisanl hukum atau skripsi yanlg berjudul 

“Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 

Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana 

Vandalisme Di Kabupaten Jombang”. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiman la hukum yanlg berlaku menlgatur menlgenlai tinldak pidanla van ldalisme? 

2. Bagaiman la penlerapanl sanlksi terhadap tinldak pidanla van ldalisme di Kabupatenl 

Jombanlg? 

 

 

 

                                                           
7 Teguh Sulisttia danl Aria Zurnletti, Hukum Pidan la : Horizonl Baru Pasca Reformasi, Rajagrafinldo 

Persada, Jakarta, 2011, hal 35. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapunl tujuanl yanlg inlginl dicapai dalam penlelitianl yanlg berjudul “Penerapan 

Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang 

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana 

Vandalisme Di Kabupaten Jombang”, sebagai berikut: 

a. Unltuk menlgetahui serta menlganlalisa penlegakan l hukum terhadap perilaku 

vanldalisme yanlg dilakukanl oleh oknlum yanlg tidak bertanlggunlg jawab di 

Kabupatenl Jombanlg; 

b. Unltuk menlgetahui kenldala apa saja yanlg menljadi faktor penlghambat 

dalam upaya penlegakan l hukum terhadap perilaku vanldalisme di 

Kabupatenl Jombanlg. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penlelitianl inli diharapkanl sebagai upaya penlgemban lganl ilmu hukum pada 

umunlya danl secara khusus sesuai denlgan l tema penlelitianl danl diharapkanl bisa sebagai 

upaya yan lg dapat dipetik lanlgsunlg manlfaatnlya bagi semua pembacan lya termasuk 

bisa memberikanl sumbanlgsih pemikiranl dalam pemecahan l masalah hukum yanlg 

diteliti. Denlganl adanlya penlelitianl inli diharapkanl dapat memberikanl kegunlaanl 

terhadap khayalak umum khususnlya kepada seluruh elemen l masyarakat di wilayah 

Kabupatenl Jombanlg. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Penlelitianl menlgenlai Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 

Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat 

Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Jombang inli dalam penlyusunlanl 

penlelitianlnlya telah dilakukanl beberapa penlcarianl terkait hasil penlelitianl sebelumnlya 

yan lg serupa, unltuk penlelitianl tersebut menlgarah pada suatu jenlis penlelitianl yanlg 

hampir serupa denlganl penlelitianl yan lg akanl terlaksanla. Oleh sebab itu, penlcarian l 

penlelitianl tersebut hasilnlya bergun la un ltuk menlgetahui perbedaanl pada hasil 

penlelitianl yan lg telah dilakukanl oleh penlulisanl lainl. 

Table 1. 1 Tabel Keaslian 

No Penulis, 

Judul, 

Universitas, 

Tahun 

Rumusan 

Masalah 

Hasil Pembeda 

1.  A. Batari Ugi, 

Upaya 

Kepolisianl 

Dalam 

Penlanlggulanl

gan l Perilaku 

Vanldalisme 

Grafiti 

(Corat-Coret) 

Oleh Remaja 

di Kota 

Makassar, 

Unliversitas 

Hasanluddinl, 

2021; 

1. Faktor-faktor 

apa saja yanlg 

menlyebabkan l 

terjadinlya 

tinldak pidanla 

vanldalisme 

grafiti (corat-

coret) oleh 

remaja di kota 

Makassar? 

2. Bagaiman la 

upaya 

kepolisianl 

dalam upaya 

penlanlggulanlg

anl perilaku 

vanldalisme 

grafiti (corat-

coret) oleh 

Remaja di 

Penlulis dalam 

hal inli lebih 

fokus unltuk 

melakukanl 

penlelitianl 

tenltanlg remaja 

yan lg menlcoret-

coret secara 

tidak jelas 

terhadap 

property milik 

pribadi maupun l 

saranla prasaran la 

umum di Kota 

Makasar. 

Penlelitianl inli menlgenlai 

upaya penlegakan l 

hukum terhadap aksi 

vanldalisme yanlg 

dilakukanl oleh oknlum 

yan lg tidak 

bertanlggunlgjawab di 

Kabupatenl Jombanlg. 
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kota 

Makassar ? 

2.  Difta Wahyu 

Aji, 

Penlegakanl 

Hukum 

Tinldak 

Pidanla 

Vanldalisme 

di Kabupaten l 

Jombangl, 

Unliversitas 

Islam 

Inldon lesia, 

2018 

1. Bagaiman la 

praktek 

penlegakanl 

hukum tinldak 

pidanla 

vanldalisme di 

Kabupatenl 

Jombangl? 

2. Bagaiman la 

alternlatif 

penlegakanl 

hukum tinldak 

pidanla 

Vanldalisme 

di Jombangl 

denlganl 

perbanldinlganl 

Penlegakanl 

hukum tinldak 

pidanla 

Vanldalisme 

di Kota 

Yogyakarta? 

Tujuanl dari 

penlelitianl inli 

adalah Unltuk 

menlgetahui 

bagaimanla 

praktek 

penlegakanl 

hukum tinldak 

pidanla 

vanldalisme di 

Kabupatenl 

Jombangl, serta 

unltuk 

menlgetahui 

bagaimanla 

Alternlatif 

penlegakanl 

hukum tinldak 

pidanla 

Vanldalisme di 

Jombangl denlgan l 

Perbanldinlganl 

penlegakanl 

hukum tinldak 

pidanla 

Vanldalisme di 

Kota 

Yogyakarta. 

Adapunl tujuanl yanlg 

in lginl dicapai dalam 

penlelitianl yanlg berjudul 

“Penlegakanl Hukum 

Terhadap Perilaku 

Vanldalisme Di 

Kabupatenl Jombanlg” 

adalah unltuk 

menlgetahui sebab 

ketidakpatuhanl oknlum 

tidak bertanlggunlg 

jawab di Jombanlg 

terhadap peraturan l 

daerah serta peraturan l 

perunldanlg-unldanlganl 

lainlnlya yanlg telah 

menlgatur menlgenlai 

laranlganl terkait perilaku 

vanldalisme yanlg 

menlgganlggu ketertiban l 

umum di Kabupaten l 

Jombanlg, unltuk 

menlgetahui serta 

menlganlalisa penlegakan l 

hukum terhadap 

perilaku vanldalisme 

yan lg dilakukanl oleh 

oknlum yanlg tidak 

bertanlggunlg jawab di 

Kabupatenl Jombanlg, 

un ltuk menlgetahui 

kenldala apa saja yanlg 

menljadi faktor 

penlghambat dalam 

upaya penlegakan l 

hukum terhadap 

perilaku vanldalisme di 

Kabupatenl Jombanlg. 

 

3.  NLovanl 

Fuadhy, 

Penlegakanl 

1. Bagaiman laka

h gambaran l 

umum 

Penlulis 

menlggunlakanl 

jenlis penlelitian l 

Pada penlelitianl empiris 

in li bekerjanlya hukum 

dalam masyarakat 
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Hukum 

Pidanla 

Terhadap 

Pelaku 

Vanldalisme 

(Studi Kasus 

Di Kota 

Magelanlg), 

Unliversitas 

Muhammadi

yah 

Magelanlg, 

2019 

Vanldalisme 

di Kota 

Magelanlg?  

2. Bagaiman laka

h Pemerinltah 

Kota 

Magelanlg 

menlgatur 

Vanldalisme 

dalam hukum 

positif?  

3. Bagaiman la 

penlegakanl 

hukum pidanla 

terhadap 

pelaku 

Vanldalisme 

di Kota 

Magelanlg?  

4. Apa saja 

kenldala yanlg 

di hadapi 

Satpol PP 

dalam 

melaksanlaka

nl penlegakan l 

hukum 

Vanldalisme? 

hukum yuridis-

empiris, yanlg 

menlgkaji 

menlgenlai 

aturanl-aturanl 

hukum yanlg 

berkaitanl 

denlganl tinljauan l 

hukum dalam 

perkara pidanla 

khususnlya 

pelaksanlaanl 

putusanl tinldak 

pidanla 

vanldalisme 

denlganl putusan l 

perkara nlomor 

63/Pid.C/2018/P

NL.Mgg. 

menljadi objek yanlg 

dituju. Penlelitianl 

hukum empiris berfokus 

pada perilaku 

(behavior) yanlg 

berkembanlg dalam 

masyarakat, atau 

bekerjanlya hukum 

dalam masyarakat. 

4.  Khairunln lisa 

Lutfi, 

Vanldalisme 

Dalam 

Perspektif 

Hukum 

Pidanla Islam 

(Studi 

Anlalisis 

Perbuatan l 

Pidanla 

Perusakanl 

Rumah 

Ibadah), 

Unliversitas 

Islam NLegeri 

1. Bagaiman la 

ketenltuanl 

Hukum 

Vanldalisme 

dalam Hukum 

Pidanla Islam  

2. Bagaiman la 

Sanlksi bagi 

Pelaku 

Vanldalisme 

rumah ibadah 

dalam hukum 

pidanla Islam? 

Penlelitianl inli 

menlgkaji 

seputar jarimah 

perusakan l 

(Vanldalisme) 

yan lg merupakan l 

perbuatanl 

pidanla yanlg 

sanlksinlya tidak 

dijelaskanl secara 

jelas di dalam al-

Qur‟anl maupun l 

hadits NLabi saw 

maka dalam hal 

inli penltinlg bagi 

penlulis unltuk 

Penlelitianl efektivitas 

hukum inli pada 

dasarnlya merupakan l 

penlelitianl yanlg 

membanldinlgkanl 

realitas hukum dalam 

tin ldakanl (law inl actionl) 

denlganl ideal hukum 

yaitu hukum sebagai 

seperan lgkat 

kaidah/nlorma yanlg 

tersusunl dalam 

peraturanl perunldanlg-

un ldanlganl atau dalam 

keputusanl hakim (law inl 

book). 
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Sumatera 

Utara, 2020 

menlganlalisis 

serta menleliti 

bagaimanla 

vanldalisme 

dalam perspektif 

hukum pidanla 

Islam sebagai 

benltuk kajian l 

dalam 

penlgembanlganl 

sistem hukum 

danl menlambah 

kekayaanl literasi 

dalam khazanlah 

keilmuanl di 

bidanlg hukum 

pidanla Islam. 

5.  Muhammad 

NLurilham, 

Tinljauan l 

Kriminlologi 

Tinldak 

Pidanla 

Perusakanl 

Fasilitas 

Umum di 

Kota Medanl, 

Unliversitas 

Muhammadi

yah Sumatera 

Utara, 2022. 

1. Apa faktor 

yan lg 

menlyebabkan l 

terjadinlya 

tinldak pidanla 

perusakan l 

fasilitas 

umum di Kota 

Medanl? 

2. Bagaiman la 

upaya yanlg 

perlu 

dilakukanl 

unltuk 

penlcegahanl 

tinldak pidanla 

perusakan l 

fasilitas 

umum? 

3. Bagaiman la 

hambatanl 

terhadap 

upaya 

penlcegahanl 

tinldak pidanla 

perusakan l 

Secara 

konlstruktif, 

substanlsi danl 

pembahasanl 

terhadap kedua 

penlelitianl 

tersebut diatas 

berbeda denlgan l 

penlelitianl yanlg 

dilakukanl oleh 

penlulis saat inli. 

Yaknli menlgenlai 

tinljauanl 

kriminlologi 

tinldak pidanla 

perusakan l 

fasilitas umum 

di Kota Medanl. 

Penlelitianl inli lebih 

dalam unltuk 

menlinldaklanljuti 

efektifitas penlerapan l 

peraturanl yanlg berlaku 

terkait perilaku 

vanldalisme yanlg masih 

marak terjadi dan l 

bagaimanla penlegakan l 

hukum sebagai 

implemenltasi peraturan l 

yan lg berlaku unltuk 

menlyelesaikanl 

permasalahanl tersebut. 

Yaknli menlgenlai 

Penlegakanl Hukum 

Terhadap Perilaku 

Vanldalisme Di 

Kabupatenl Jombanlg. 



11 
 

fasilitas 

umum? 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukanlosebuah pen lelitianl, metode pen lelitianl tidak  dipisahkanl dari 

metode penlelitianl unltuk menlganlalisa permasalahanl yanlg sedan lg di anlgkat. Soerjonlo 

Soekanlto berpenldapat bahwa penlelitianl nlormative danl empiris dapat di lakukan l 

terpisah maupunl tergabunlg nlamunl juga ada yanlg berpenldapat keduanlya di pisah 

secara tegas n lamunl ada juga yan lg menlgahargai perbedaanl tersebut nlamunl secara 

persuasive menlghimbau kepada para penleliti unltuk kembali ke penlelitianl yanlg murnli 

yan lg menljadi otoritas bagi penleliti itu senldiri. 8  

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penlelitianl inli menlggunlakanl jenlis penlelitianl hukum empiris. Penlelitianl 

hukum empiris senldiri bisa diartikanl sebagai “penlelitianl yanlg menlgkaji danl 

menlganlalisis tenltanlg perilaku hukum inldividu atau masyarakat dalam kaitanlnlya 

denlganl hukum danl sumber data yanlg digunlakanlnlya berasal dari data primer 

yanlg diperoleh lanlgsunlg dari dalam masyarakat”.9 

Pada penlelitianl empiris inli bekerjanlya hukum dalam masyarakat menljadi 

objek yan lg dituju. Penlelitianl efektivitas hukum pada dasarnlya merupakan l 

penlelitianl yanlg membanldinlgkanl realitas hukum dalam tinldakanl (law inl actionl) 

denlganl ideal hukum yaitu hukum sebagai seperanlgkat kaidah/nlorma yanlg 

                                                           
8 SoerjonlooSoekanlto danl Sri Mamudji, Pen lelitian l Hukum NLormatif; Suatu Tinljauanl Sinlgkat, Jakarta, 

Rajagrafinldo persada, 2005, hlm 1-2 
9Bachtiar, Men ldesain l Penlelitian l Hukum, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 44.   
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tersusunl dalam peraturanl perunldanlg-unldanlganl atau dalam keputusanl hakim (law 

inl book).10 

Penlelitianl hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yanlg 

berkemban lg dalam masyarakat, atau bekerjan lya hukum dalam masyarakat.11 

Selainl itu, diperlukanlnlya penldekatanl konlseptual seperti penldekatanl perunldanlg-

unldanlganl, karenla tidak ada penlelitianl yanlg tidak bertitik tolak dari kon lsep atau 

penlgertian l danl peratuanl perunldanlganl-unldanlganl yan lg berlaku sebagai dasar 

hukumnlya. 

1.6.2 Metode Pendekatan 

Penlelitianl hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yanlg 

berkemban lg dalam masyarakat, atau bekerjan lya hukum dalam masyarakat.12 

Selainl itu, diperlukanlnlya penldekatanl konlseptual seperti penldekatanl perunldanlg-

unldanlganl, karenla tidak ada penlelitianl yanlg tidak bertitik tolak dari kon lsep atau 

penlgertian l danl peratuanl perunldanlganl-unldanlganl yan lg berlaku sebagai dasar 

hukumnlya. 

 

 

 

 

                                                           
10Ibid. hlm. 63.  
11Ishaaq, Metode Pen lelitian l Hukum danl Pen lulisanl Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Banldun lg, Alfabeta, 

2017, hlm. 71.  
12 Ibid. 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknlik penlgumpulanl data dalam metode penlelitian l empiris menlggunlakanl 

data primer danl sekunlder. Sedanlgkanl data sekunlder dipergunlakanl sebagai 

penldukun lg atau penlunljanlg data primer.13 

a. Sumber Hukum Primer 

Data primer diperoleh secara lanlgsunlg dari lapanlganl seperti lokasi 

penlelitianl yanlg digunlakanl sebagai tempat dilakukanlnlya pen lelitianl, 

peristiwa hukum yanlg terjadi di lokasi penlelitian l, danl nlarasumber yanlg 

memberikanl inlformasi denlganl wawanlcara. Wawanlcara dilakukanl unltuk 

menlgambil data dari nlarasumber atau responlden l atau inlformanl seperti, 

Bapak SP salah satu pedaganlg disekitar kawasanl terdampak aksi 

vanldalisme, Saudara MFA sebagai keterwakilanl masyarakat, Kepala 

Seksi Penlgenldalianl Operasi (Dalop) pada Satuanl Polisi Pamonlg Praja 

Kabupatenl Jombanlg. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Ibid, hlm 71.  
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b. Sumber Hukum Sekunder 

Sedanlgkanl data sekunlder dipergunlakanl sebagai penldukunlg atau 

pen lunljanlg data primer14, seperti peraturanl perun ldanlg-unldanlganl, jurnlal 

hukum, jurnlal ilmiah, artikel ilmiah, Kamus Besar Bahasa Inldonlesia 

(KBBI), inlternlet. Peraturanl perunldanlg-unldanlgan l yanlg terkait sebagai 

berikut: 

1. Pasal 489 Unldanlg-Unldanlg Republik Inldonlesia NLomor 46 Tahunl 1946 

tenltanlg Peraturan l Hukum Pidanla yanlg menljelaskanl menlgenlai 

Pelanlggaran l tenltanlg keamanlanl umum bagi oranlg danl baranlg danl 

kesehatanl umum; 

2. Peraturanl Men lteri Dalam NLegeri Republik In ldonlesia NLomor 26 

Tahunl 2020 Tenltan lg Penlyelenlggaraanl Ketertibanl Umum Danl 

Ketenlteramanl Masyarakat Serta Pelinldunlganl Masyarakat yan lg 

menljelaskanl terkait pejabat yan lg berwenlanlg menlyelenlggarakan l 

peraturanl terkait ketertibanl umum; 

3. Peraturanl Daerah Kabupatenl Jombanlg NLomor 9 Tahunl 2010 Tenltanlg 

Ketertibanl Umum Dan l Ketenltramanl Masyarakat. 

4. Peraturanl Pemerinltah Republik Inldon lesia NLomor 16 Tahunl 20l8 

Tenltanlg Satuanl Polisi Pamonlg Praja. 

 

 

                                                           
14Ibid, hlm 71.  
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1.6.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanlakanl di Kabupatenl Jomban lg, tepatnlya di beberapa 

kawasanl ruanlg publik yan lg men ljadi sasaranl aksi vanldalisme. Khususnlya di 

kawasanl yanlg baru saja di lakukanl revitalisasi yanlg menlgabiskanl anlggaranl yanlg 

terbilanlg fanltastis. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian 

ingkungan juga menjadi faktor masih maraknya aksi vandalisme. Sehinlgga sanlgat 

perlu unltuk dilakukanl penlelitianl menlgenlai penlegakanl hukum serta implemenltasi 

peraturanl yanlg ada apakah sudah maksimal dalam menlanlganli permasalahan l 

vanldalisme yanlg dalam hal inli menljadi anlcamanl serta merugikanl, terlebih lagi  

proyek rehabilitasi drainlase danl trotoar Jl KH Wahid Hasyim Jombanlg menlelan l 

anlggaranl cukup banlyak Rp 16,7 miliar. Dalam perjalanlan lnlya, proyek inli menluai 

sorotanl. Setelah nleonl box tulisanl Jl KH Wahid Hasyim rusak, pohonl yanlg mati 

danl keramik yanlg rusak sampai sekaranlg sebagianl belum tertan lganli.15 agar danla 

atau anlggaranl yanlg dikucurkanl oleh pemerinltah kabupatenl unltuk mempercanltik 

wilayah Kabupatenl Jombanlg tidak menljadi sia-sia dipanldanlg perlu dilakukanl 

upaya unltuk memaksimalkanl penlegakanl hukum terhadap permasalahanl yanlg ada. 

Sehinlgga penleliti melihat bahwa tinldakanl vanldalisme tersebut merupakanl suatu 

hal yanlg tidak bisa diwajarkanl karenla cenlderunlg men lgganlggu danl merugikan l 

pihak lain l. 

 

                                                           
15https://radarjomban lg.jawapos.com/politik-pemerin ltahan l/18/08/2022/fasilitas-trotoar-rusak-

terus-perkim-an lcam-tak-cairkan l-dan la-pemeliharaan l/, diakses pada 27 Februari 2023. 

https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/18/08/2022/fasilitas-trotoar-rusak-terus-perkim-ancam-tak-cairkan-dana-pemeliharaan/
https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/18/08/2022/fasilitas-trotoar-rusak-terus-perkim-ancam-tak-cairkan-dana-pemeliharaan/
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1.6.5 Metode Analisis Data 

Anlalisis data yanlg dipergunlakanl dalam pen lelitianl hukum empiris dapat 

dilakukanl secara kualitatif. Anlalisis data secara kualitatif, yaknli men lguraikanl 

data secara berkualitas danl komprehen lsif dalam benltuk kalimat yanlg teratur, 

logis, tidak tumpanlg tinldih, danl efektif, meninjau data sampai pada kesimpulan 

yang relevan sehinlgga memudahkanl pemahamanl dan linlterpretasi data.16

                                                           
       16Ishaaq, Op.Cit, hlm. 73.  
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